Global: Jurnal Politik Internasional

Volume 7 | Number 1 Article 6

9-22-2004

Politik Luar Negeri Indonesia: Pantulan dari 'Weak State' dan
Masa Transisi yang Berkepanjangan

Zainuddin Djafar
Departemen llmu Hubungan Internasional, FISIP Ul, fisip@ui.ac.id

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/global

b Part of the Defense and Security Studies Commons, International and Area Studies Commons,

International Relations Commons, Law Commons, and the Political Theory Commons

Recommended Citation

Djafar, Zainuddin (2004) "Politik Luar Negeri Indonesia: Pantulan dari 'Weak State' dan Masa Transisi yang
Berkepanjangan," Global: Jurnal Politik Internasional: Vol. 7 : No. 1, Article 6.

DOI: 10.7454/global.v7i1.234

Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol7/iss1/6

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at Ul Scholars
Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of Ul Scholars
Hub.


https://scholarhub.ui.ac.id/global
https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol7
https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol7/iss1
https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol7/iss1/6
https://scholarhub.ui.ac.id/global?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fglobal%2Fvol7%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://network.bepress.com/hgg/discipline/394?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fglobal%2Fvol7%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://network.bepress.com/hgg/discipline/360?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fglobal%2Fvol7%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://network.bepress.com/hgg/discipline/389?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fglobal%2Fvol7%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://network.bepress.com/hgg/discipline/578?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fglobal%2Fvol7%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://network.bepress.com/hgg/discipline/391?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fglobal%2Fvol7%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol7/iss1/6?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fglobal%2Fvol7%2Fiss1%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Politik Luar Negeri Indonesia:
Pantulan dari "‘Weak State’ dan Masa
Transisi yang Berkepanjangan

ZAINUDDIN DJAFAR

Abstract
Evaluation of Indonesian foreign policy leads us to assess the following: Firstly, since the Soeharto
era we have had close relations with the Western countries, we have enjoyed billions US dollars of
loans, held technical co-operations in various aspects, we have oil reserves, LNG and other potential
natural resources; but as result of the multidimensional crisis in 1997-1999, our economic and
business activities, as well as financial and banking systems, have been ruined. Secondly, the three
following administrations (B.]. Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri, 1998-
2004, were not able to do much, lef alone restore Indonesia to its former position as a respected
country among the ASEAN community. Thus, Indonesia has continued to deal mainly with its
problems of internal crises and undeniably, has become increasingly dependent of the mercy of
Western countries (including the donor agencies and international financial institutions) regarding
financial loans and other econonic aids. This article is aimed to explain: (a) the meaning of the term
“weak state” (b) what can Indonesia do with its foreign policy, which inevitably has to compromise
with the “Weak State” condition? (c) what are the policies that should be implemented so that we can
come out of the delicate situation?

PENDAHULUAN dari satu Repelita ke Repelita berikutnya.

World Bank, International Monetary Fund

Peran ekonomi-politik negara-negara Barat
terhadap eksistensi Indonesia adalah ‘be-
nang merah’ yang telah menjadi ‘bukti’ dan
bisa membuat kita disegani maupun terpu-
ruk. Sejak akhir tahun 1960-an, Indonesia
mengakhiri politik luar negeri (polugri)-
nya yang konfrontatif terhadap negara-ne-
gara Barat.! Pemerintahan Soeharto meng-
utamakan polugri Indonesia yang mampu
mengalirkan bantuan modal dan keuangan
semaksimal mungkin. Soeharto merangkul
negara-negara Barat untuk mendukung
pembangunan ckonomi yang terangkai
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{IMF), IGGI (dibubarkan dan diganti de-
ngan Consultative Group on Indonesia —
CGI, awal 90-an}, dan Asian Development
Bank {ADB) adalah institusi keuangan in-
ternasional negara-negara Barat yang sema-
kin akrab dengan pembangunan Indonesia.

Soeharto kemudian memperkuat kerja sa-
ma regional dengan negara-negara sekitar
Asia Tenggara, dengan mendukung pem-
bentukan ASEAN. Konfrontasi Indonesia
dengan Malaysia diakhiri, Indonesia tidak
lagi curiga atau kKhawatir dengan adanya
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pangkalan AS di Philipina maupun Thai-
land. Soeharto juga tidak melanjutkan po-
lugri poros dengan Hanoi, Beijing dan
Pyongyang.

Indonesia, sebagai negara yang terbesar
jumlah penduduk muslimnya, juga masuk
sebagai anggota OIC (Organization of Is-
lamic Conference). Dalam perjalanan po-
lugrinya sampai pertengahan 1990-an, ter-
dapat puluhan organisasi internasional di
berbagai bidang (politik-keamanan, ekono-
mi dan sosial budaya) yang menempatkan
Indonesia sebagai anggotanya.?

Polugri Indonesia vang asertif, kooperatif,
dan akomodatif tersebut memberikan dam-
pak luar biasa bagi eksistensi Indonesia
dari Sabang sampai Merauke pada awal
1990-an. Untuk pertama kali dalam sejarah-
nya, Indonesia di bawah pemerintahan
Socharto menguasai wilayah Sabang sam-
pai Merauke di bawah satu ‘pemerintahan
Jakarta’. Ini suatu momentum yang me-
lebihi prestasi yang pernah dicapai oleh ke-
rajaaan Majapahit maupun Sriwijaya yang
jangkauan wilayah kekuasaannya belum
melingkupi Sabang sampai Merauke. Hal
ini digunakan oleh pemerintahan Soeharto
untuk memperoleh pengakuan internasio-
nal atas Alur Laut Kawasan Indonesia
(ALKI) atau Archipelago Sea Lanes. Indone-
sta mendapat pengakuan atas wilayah laut-
nya oleh konvensi Perserikatan Bangsa
Bangsa, Bab IV, 1982 bagi negara mana
pun yvang akan menggunakan selat dan la-
ut Indonesia harus mendapat izin.?

Donald K. Emerson mengakui bahwa pan-
tulan polugri yang dibangun pemerintahan
Soeharto menempatkan Indonesia sebagai

regional power and a major Third World voice

in the global political and economic arenas.*
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Michael Leifer juga memuji hasil dan dam-
pak konkret dari polugri pemerintahan
Soeharto ‘that reflected a proud national
identity and its sense of regional entitlement.

Pada September 1992 Indonesia yang men-
dapat giliran sebagai pimpinan Gerakan
Non-Blok akhirnya berhasil membawa “Pe-
san Jakarta” ke Majelis Umum PBB.
Indonesia Gerakan Non-blok
mempunyai ‘special commitment” antara lain,
‘the eradication of colonialism, racism, and
apartheid as well as a duty to prevent the UN
from being dominated by any one country.s

bersama

INDONESIA DAN MULTIKRISIS

Setelah Soeharto lengser (21 Mei 1998) dan
di masa pemerintahan Presiden Habibie
maupun Abdurrahman Wahid (1998-99),
Indonesia masih melanjutkan kebijakan
polugri yang independen dan moderat, wa-
laupun hal itu berjalan dengan tertatih-
tatih, lamban, dan makin tergantung ‘na-
sibnya’ atas belas kasihan negara-negara
donor dari Barat dan lembaga keuangan
internasional {(IMF, dan World Bank).” Pada
masa pemerintahan Habibie penyalahgu-
naan dana bantuan IMF melalui program
JPS (Jaringan Pengembangan Sosial), hanya
sedikit sekali dampak signifikannya untuk
menunjang kehidupan mereka yang berada
dibawah garis kemiskinan.?

Polugri Indonesia betul-betul memasuki
masa kelabu; ditambah lagi dengan pemi-
sahan Timor Timur dari wilayah negara ke-
satuan Republik Indonesia (akhir Agustus
1999). Keadaan ini membuat Indonesia
semakin terpuruk; makin sulit bagi Indo-
nesia untuk mengembangkan diplomasi in-

ternasionalnya yang menunjang penyele-
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saian krisis internal (meliputi bidang eko-
nomi, politik, sosial-budaya dan pertahan-
an keamanan). Hal ini diakibatkan oleh
krisis multi-dimensi yang dihadapi Indo-
nesia di tingkat domestik sejak pertengah-
an 1997 dan masih terasa dampaknya sam-
pai mendekati akhir 2004 ini.

Selanjutnya, Pemerintahan Megawati Soe-
karnoputri yang menggantikan Presiden A.
Wahid (November 1999), telah mewarisi
biaya krisis dan utang luar negeri yang
mengerutkan dahi kita semua. Krisis Indo-
nesia tahun 1997-1999 telah mewariskan
biaya yang harus dikeluarkan pemerintah
sebesar US% 7.5 miliar dan US$ 200 miliar
sebagai total utang Indonesia (termasuk
utang pemerintah dan perusahaan swas-
ta).?

Kesulitan di atas masih dihadapkan pada
empat ciri perkembangan ekonomi yvang
negatif. Perfama, pemerintahan Megawati
gagal untuk menghentikan berpindahnya
perputaran investasi dan modal dari
perusahaan swasta secara drastis (umum-
nya Indonesian-Chinese businessmen) ke be-
berapa negara Asia. Total jumlah dana
bank yang terbang ke luar negeri sekitar
US$ 7,622 Miliar pada awal tahun 1999, dan
hal itu terus meningkat dengan rata-rata
sekitar 30% untuk tahun 2000 dan 2001.10
Kedua, pertumbuhan investasi dan kapital
yang berasal dari luar negeri juga negatif,
termasuk portfolio investment.)! Akibatnya
banyak investasi dari luar negeri yang di-
alihkan ke negara-negara Asia Tenggara.
Walhasil pertumbuhan ekonomi Indonesia
pernah mengalami neraca pembayaran ne-
gatif (1997-2001), dan baru perlahan ‘sem-
buh’ dengan pertumbuhan 4,5% pada ta-
hun 2004. Ketiga, hancurnya kepercayaan
masyarakat dan para pelaku bisnis terus
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berlangsung. ITal ini sulit diperbaiki secara
draslis, seiring rawannya Indonesia dengan
teror-teror bom dalam beberapa tahun
terakhir ini. Akhirnya, Indonesia kehilang-
an momentum atas reformasi ekonominya.
Ini juga diperburuk oleh perkembangan
situasi politik domestik yang masih rawan
dengan kekerasan, maraknya demonstrasi,
berkembang-suburnya KKN terutama di
seluruh jajaran pemerintah dan tiadanya
jaminan rule of law (kepastian hukum).
Perkembangan tersebut membuat kita
pesimis tentang prospek polugri maupun
diplomasi internasional Indonesia dalam
merespons secara positif the 10" Asean
Vision 1998, yang merencanakan the Hanoi
Plan of Action for ASEAN 2020. Tujuan
utama rencana Hanoi tersebut memperkuat
kerja sama ekonomi dan makroekonomi,
kemudian memperkuat sistem keuangan
ASEAN, memperbaiki liberalisasi dan kerja
sama jasa keuangan, meningkatkan pasar
modal ASEAN dalam upaya membangun
institusi keuangan, pajak, dan asuransi
yang dapat berperan secara regional dan
global.”?

INDONESIA SEBAGAI WEAK STATE

Krisis Indonesia yang belum tuntas akhir-
nya benar-benar menempatkan Indonesia
(era pemerintahan Megawati) masuk da-
lam kriteria ‘werk state”. Intinya, Indonesia
kandas dengan kerepotan urusan dalam
negeri sampai melupakan diplomasi inter-
nasional.’® Pemerintahan Megawati terje-
rembab dengan masalah krisis dalam nege-
ri. Indonesia di bawah kepemimpinan ‘the
silent president’ Megawati, sulit keluar dari
situasi krisis tersebut; apalagi melakukan
improvisasi kebijakan yang bersifat ekster-
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nal. Kebijakan polugri Indonesia di era
Megawati tidak bisa berbuat banyak, apa-
lagi meneruskan (dalam arti mengembang-
kan diplomasi internasional yang proaktif)
kebijakan polugri yang telah dilakukan di
masa Orde Baru (1968-awal 1997).

Hambatan dalam masa pemerintahan Me-
gawati, tidak berarti kebijakan polugri pa-
da era pemerintahan Soeharto sudah de-
mikian sempurna. Kritik pada era Soeharto
mengkhawatirkan negara Indonesia yang
masih belum mantap, sewaktu-waktu da-
pat pecah dan dapat muncul berbagai in-
stabilitas. Michael R. J. Vatikiotis menem-
patkan Indonesia era Soeharto masih se-
bagai ‘fragile state’*

Indonesta masih rawan akan berbagai in-
stabilitas politik, ekonomi, sosial-budaya,
keamanan, finansial, dan kegiatan investa-
si. Ini masih ditambah dengan hasil pemilu
legislatif 1999 dan 2004, serta putaran pet-
tama dan kedua pemilihan presiden, yang
semuanya belum bisa diandalkan untuk
membawa perubahan berarti bagl sistem
politik dan ekonomi Indonesia. Kredibilitas
perkembangan ekonomi dan politik Indo-
nesia dimata internasional masih lemah.
Ini mempersulit bagi pemerintahan Mega-
wati untuk mendongkrak pertumbihan
ekonomi Indonesia di atas 4,5%,® dan
mengharapkan masuknya investor ke
Indonesia.

Penempatan istilah ‘weak state’ pada keber-
langsungan pemerintahan Indonesia bukan
tanpa alasan. Perfama, berdasarkan penje-
lasan sebelumnya (peninggalan jumlah
utang luar negeri yang besar, biaya krisis
vang harus ditanggulangi, larinya investor
asing ke negara ASEAN lainnya, dan sulit-

nya mengharapkan masuknya investor
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asing,) jelas sulit memasukkan Indonesia
sebagal negara vang sudah bebas dari kri-
sis. Tentunya situasi tersebut membawa
pertanyaan yang mendasar, yaitu bagai-
mana Indonesia bisa mengembangkan for-
mat kehidupan politik dan institusinya se-
cara berkualitas.s

Kedua, pencerahan maupun pemberdayaan
semaksimal mungkin atas peran lemba-
ga/institusi politik penting (DPR, MPR) ku-
rang mendapat dukungan kuat dari seba-
gian besar anggotanya. Ini terbukti dengan
masih besarnya tekanan kepentingan seba-
gian anggota dewan yang perannya bukan
menjadi wakil rakyat seperti diharapkan,
tapi justru menjadi bagian dari fenomena
budaya pejabat dalam negara pejabat.’” Hal
ini diikuti pula dengan minimnya komit-
men perjuangan maupun rendahnya pro-
fesionalisme sekelompok wakil rakyat.1s
Intinya, kepercayaan publik masih tetap
rendah terhadap figur politisi, elite partai,
anggota DPR/MPR dan juga sebagian men-
teri kabinet. Akibatnya, sulit bagi kita un-
tuk mengharapkan terlalu -banyak atas
kualitas dan peran sebagian anggota
DPR/MPR 2004 yang akan berprestasi lebih
baik dibanding anggota dewan terhormat
periode sebelumnya.

Ketign, semua itu masih ditambah dengan
lemahnya pelayanan pendidikan dan kese-
hatan,’ juga korupsi yang masih meraja-
lela, dan tiadanya kepastian hukum di In-
donesia.?® Keempat, di luar dari warisan
masalah ekonomi, keuangan, dan investasi
yang kronis (akibat krisis}, situasi In-
donesia untuk lima tahun mendatang
(2004-2009) juga masih menghadapi berba-
gai tantangan serius. Ini memastikan bah-
wa Indonesia sulit untuk keluar dari kono-
tasi weak state dalam waktu relatif singkat.
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Hal ini diperkuat oleh beberapa indikator
sebagai berikut:

A.

74

Masa 2004-2009 merupakan periode
vang paling kritis bagi kondisi ke-
uangan negara, karena pada tahun-ta-
hun itulah utang-utang pemerintah
akan jatuh tempo dengan nilai men-
capai Rp 1.200 triliun, dan untuk total
utang luar negeri (Rp 580 triliun) serta
utang dalam negeri (Rp 620 triliun).2t
Untuk membayar bunganya saja peme-
rintah tahun ini harus menyisihkan Rp
60 triliun dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).

Walaupun Bank Dunia menilai stok
dan rasio utang Indonesia mengalami
penurunan (158% dari Produk Domes-
tik Bruto (PDB) pada 1998, menjadi
59% dari PDB pada mendekati akhir
2004), namun AFPBN 2005-2009 tetap
kritis.2 Sebab faktor eksternal seperti
merosotnya nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS dan naiknya harga minyak
dunia bisa membuat beban APBN dan
defisit APBN kembali membengkak.?
Ini disebabkan membengkaknya subsi-
di bahan bakar minyak (BBM) dan
transaksi pengeluaran pemerintah de-
ngan pihak asing.?* Secara teoretis, hal-
hal tersebut dapat menjadi ciri nyata
dari rapid economic decline. Akibatnya,
semua itu bisa diikuti oleh rapid fi-
nancial shocks dan beban kenaikan har-
ga minyak yang menjadi tantangan he-
bat bagi kehidupan ekonomi suatu
negara,*

Masalah berat lainnya yang dihadapi
Indonesia adalah rendahnya investasi,
buruknya infrastruktur ekonomi dan
rendahnya tingkat pertumbuhan eko-
nomi (pada tahun 2004, hanya mampu

Zainuddin Djafar

mencapai 4,5% per tahun). Buruknya
infrastruktur ekonomi tentunya akan
menghambat pertumbuhan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan. Sejak
krisis (1997-99), kualitas infrastruktur
ekonomi Indonesia terus merosot; ter-
tinggal oleh Thailand, Taiwan, Cina,
dan 5ri Lanka pada 2002, dan Indo-
nesia masuk urutan terbawah (no. 80)
dari 80 negara yang disurvei oleh
World Economic Forum.? Untuk me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi In-
donesia sampai tingkat 6%, diperlukan
investasi 5 miliar dolar AS per tahun
hanya untuk perbaikan infrastruktur.”
Akibatnya dalam lima tahun men-
datang {2004-2009), Indonesia memer-
[ukan tambahan investasi sejumlah 25
miliar dolar AS, Mau tidak mau, untuk
menopang pertumbuhan ekonomi se-
jumlah 6% tersebut, menurut Bank
Dunia diperlukan investasi sebesar
30% dari PDB.2

Dari seluruh jumlah investasi yang di-
perlukan, hanya sekitar 6.5% yang bisa
disediakan oleh pemerintah dan sisa-
nya harus diperoleh dari pihak swasta
asing (negara-negara Barat). Terealisa-
sinya investasi swasta tersebut sangat
tergantung pada kemampuan pemerin-
tah baru unituk menciptakan iklim in-
vestasi dan regulasi yang kondusif bagi
investor asing dari negara-negara Ba-
rat.? Hal ini merupakan salah satu ja-
lan keluar yang memerlukan dukung-
an polugri Indonesia yang tidak
introvert (tertutup, sejak krisis 1997)
tapi proaktif, dan kalau perlu high
profile. Harapan ini tampaknya cukup
optimis dengan tampilnya Susilo
Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf
Kala (JK) sebagai presiden dan wakil
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presiden Indonesia yang baru. Minimal
diperlukan kemampuan pemerintahan
SBY dan JK untuk tidak tenggelam atau
terbawa arus oleh beratnya masalah-
masalah internal yang dihadapi In-
donesia.

C. Masalah besar lainnya, terpuruknya
sektor riil. Pertumbuhan sektor indus-
tri mengalami penurunan dari 9% (se-
belum krisis 1997-99) menjadi 5%
selama krisis maupun sesudahnya. Ini
berdampak pada penyerapan tenaga
kerja yang pertumbuhannya hanya
1,9% (sejak krisis) dibanding 7,1% sebe-
lum krisis.® Konsekuensinya, Indone-
sia mengalami tingkat pengangguran
yvang cukup tinggi di Asia Tenggara,
yaitu 40 juta-an lebilh sampai mende-
kati akhir 2004. Situasi ini juga meng-
hambat ekspor Indenesia, yang hanya
meningkat 10% (1996-2003) dibanding
Korea Selatan yang naik 114%, Thai-
land 70%, dan Malaysia nailk 43%.3!

Masalah-masalah besar tersebut di atas
sulit untuk diabaikan, dan semua itu
(rendahnya pertumbuhan ekonomi, bu-
ruknya infrastruktur ekonomi, dan
mandeknya sektor riil} adalah indikasi-
indikasi riil lainnya dari Indonesia
yang weak state. Adanya keinginan dan
ambisi politik dari pemerintahan baru
untuk melakukan perubahan dapat
menjadi kunci penting (way out) lain-
nya, bagi keluarnya bangsa ini dari pe-
rangkap pertumbuhan ekonomi ren-
dah. Ini merupakan tindakan konkret
untuk mengatasi pengangguran dan
kemiskinan. Kemampuan pemerintah
baru untuk mengatasi masalah-masa-
lah tersbut di atas akan menjadi kunci
penting bagi Indonesia untuk ber-
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improvisasi dengan kebijakan polugri-
nya.

Status negara Indonesia sebagai “weak state’
tersebut, dapat mengalami masa transisi
yang amat panjang, jika tidak ada upaya
serius untuk mengembangkan prioritas ke-
bijakan politik yang berkualitas. Beberapa
contoh dapat disebutkan. Pertama, Indone-
sia masih memerlukan strategi yang luas
untuk membangun democratic nation-state.??
Hal ini termasuk membangun pemerintah-
an dan kehidupan demokrasi yang efektif
{dari rakyat, untuk rakyat dan dipertang-
gungjawabkan pada rakyat). Kedua, strategi
kebijakan pada poin di atas harus diikuti
dengan pembangunan cizil society termasuk
sikap dan norma tingkah lakunya dan ti-
dak hanya institusi politiknya serta pelak-
sanaan pemiihan umum.® Ketiga, diperlu-
kan strategi yang mendapat dukungan mi-
liter (khususnya peran proaktif TNI dan ja-
jarannya } yang commil pada kedua poin
tersebut.3

Tidak hanya soal transisi yang panjang, ta-
pi kegagalan pelaksanaan atas ketiga stra-
tegi tersebut bisa merubah status Indonesia
menjadi ‘failed states’ (Nepal, Liberia, Af-
ghanistan, dan Irak), maupun ‘collapsed
states” (Lebanon, Tajikistan,
Leone).® Di luar beberapa strategi yang di-
sebutkan di atas, pemerintahan baru
(Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf
Kalla) juga harus konsisten menghindari
penggunaan cara-cara yang represif dan
kekerasan dalam menyelesaikan berbagai
persoalan politik, sehingga Indonesia ter-

dan Sierra

hindar dari julukan negara yang sering me-
langgar HAM.% Isu pengawasan dan per-
lindungan keamanan yang dinikmati war-
ga sipil tidak cacat hukum, tapi benar-be-
nar dapat dibanggakan.
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FOREIGN POLICY ANALYSIS

Bagi negara yang statusnya sebagai Macht-
politik yang bercirikan simply a concentration
of power, or brute strength, of basic military
force, tidaklah sulit untuk melakukan pene-
rapan Foreign Policy Analysis (FPA)¥
karena, pertama, adanya unsur power dan
strength itu merupakan basis dari kedaulat-
an politik suatu negara. Kedua, power po-
litics akan digantikan oleh kepentingan na-
sional yang menjadi driving motivation bagi
tingkah laku negara.®® Hal ini akan memn-
bawa tindakan negara yang mengutama-
kan kesejahteraan warganya.® Ketiga, pe-
ran negara tersebut juga akan mempromo-
sikan kepentingan warganya, termasuk se-
bagai f{asilitator kebutuhan warganya.®
Keempal, peran negara juga diharapkan da-
pat mengatasi berbagai problema besar di
bidang ekonomi, politik, pertahananan
keamanan, dan sosial-budaya.

Robert Gilpin menyebut peran negara
tersebut sebagai ‘free rides for the state role’#
Hal itu semua merupakan faktor penting
dari eksistensi suatu negara yang kuat
{(Machtpolitik), tidak hanya bagi kehidupan
sosial warganya, tapi juga bagi kepenting-
an polugri suatu bangsa, rakyat dan nega-
ranya. Ciri-ciri yang ditampilkan negara
yang berstatus Machtpolitik tersebut, tentu-
nya amat sulit untuk dipadankan dengan
keadaan Indonesia dipenghujung 2004 ini.

Proses bekerjanya dari suatu FPA ditentu-
kan oleh dua lingkungan pengaruh uta-
ma.® Pertama, berperannya lembaga-lem-
baga politik internal (termasuk departe-
men luar negeri) terutama presiden sebagai
pimpinan tertinggi dalam merumuskan
kebijakan polugri. Kedua, berperannya
pengaruh negara-negara lain terhadap sua-
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tu negara dalam bentuk interaksi secara
timbal balik. Menurul Chris Brown, kebi-
jakan polugri dari suatu negara yang ‘nor-
mal” dapat terlibat langsung maupun tidak
[angsung untuk melakukan intervensi atas
kepentingan nasionalnya pada kedua ling-
kungan pengaruh tersebut®® Singkatnya,
suatu negara dibawah pimpinan seorang
presiden dalam menjalankan kebijakan
polugrinya hendaklah bersifat independen,
tegas, dan mandiri. Hal-hal tersebut tam-
paknya masih sulit dikembangkan untuk
menjadi ciri kebijakan polugri Indonesia di
akhir Oktober 2004 ini.

Apa vang terjadi pada Indonesia? Sejak In-
donesia mengalami krisis, kita akhirnya
melakukan kompromi dan sulit melepas-
kan diri dari realitas negara yang weak state
tersebut. Situasi Indonesia (2004) tentunya
masih akan tetap mengandalkan FPA yang
berada di bawah gradasi yang bersifat
‘normal’ atau disebut sebagai tradisional.

Di tingkat internal, presiden sebagai
pengambil keputusan tertinggi di bidang
polugri (kasus era pemerintahan Megawati,
2002-2004) terkesan lamban, kurang
tanggap, dan kurang proaktif, misalnya
dalam kasus terorisme. "The silent president’
tampaknya ragu-ragu untuk melakukan
‘putusan akhir’ yang tegas dan konsisten
dalam membasmi terorisme. Tampaknya
karena terbawa oleh repotnya urusan-
urusan internal ditambah kuatnya tekanan
pengaruh dari peran: (a) opini publik; (b)
pengaruh media massa; (c) kelompok
penekan organisasi  serikat
buruh, LSM, dan organisasi profesi); dan,
(d) institusi-institusi poltik yang penting
(seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Tentara Nasional Indonesia) terhadap pem-
bentukan kebijakan luar negeri Indonesia.#

{misalnya
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Semua unsur fersebut tidak hanya dapat
membingungkan para pembuat keputus-
an® tapi juga dapat merongrong kewi-
bawaan pemerintah seandainya presiden
tidak punya sense of strong leadership.

Foreign Policy Analysis yvang demikian itu
tidak bisa bereaksi secara mandiri terhadap
dominannya struktur politik internasional
yang masih dikuasai oleh AS dan negara-
negara Barat khususnya.# Konsekuensinya,
wajarlah kalau Indonesia sulit melakukan
intervensi di tingkat eksternal. Ini menye-
babkan Indonesia (2002-2004) dianggap
melupakan diplomasi internasional. Begitu
pula kebijakan polugri Indonesia di berba-
gai kawasan (Timur Tengah, Asia Tengga-
ra, Asia Timur, Asia Selatan, Eropa, Ameri-
ka Latin, Afrika, dan negara-negara ber-
kembang) dan GNB serta PBB mau tidak
mau harus puas sebagai “penonton’ yang
belum bisa berbuat banyak.

Pulihnya kepercayaan internasional terha-
dap Indonesia ada kaitannya dengan bagai-
mana sikap kita dalam menangani kasus-
kasus teror bom (bom Bali, Marriot, dan
Kuningan) vang terjadi 2-3 tahun belakang-
an ini. Undang-undang antiterorisme yang
terbentuk dalam 2 bulan setelah peristiwa
bom Bali, dirasakan tidak cukup. Masalah
terorisme sudah demikian serius, Indonesia
sudah masuk target kepentingan terorisme
global. Ini disebabkan, pertama, masih le-
mahnya sikap pemerintah, misalnya karena
alasan HAM, kita tidak memberikan ja-
minan hukum pada aparat intelijen untuk
membubarkan organisasi radikal maupun
memeriksa pihak-pihak yang dicurigai.
Kedua, aparat intelijen sendiri perlu diting-
katkan kinerjanya termasuk peralatan de-
teksinya (misalnya pengadaan CCTV di
tempat-tempat strategis, dan penyebaran
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gambar-gambar pihak tersangka di tempat-
tempat umum). Ini termasuk kerja sama
dengan masyarakat, yang menempatkan
mereka sebagai mata dan telinga bagi apa-
rat intelijen di seluruh Indonesia. Kefiga,
karena terorisme punya dampak yang dah-
syat terhadap bidang-bidang kehidupan
lainnya, maka diperlukan political action
dan strong leadership dari presiden RI. Un-
tuk mendukung aksi-aksi yang bersifat
internal tersebut, maka kerja sama yang
bersifat bilateral {dengan negara-negara
ASEAN) dan global pasti akan mendapat
sambutan yang positif.

KESIMPULAN

Sejauh mana kebijakan polugri Indonesia
dapat mendukung kepentingan nasional-
nya, sekaligus mengubah kondisi Indonesia
yang weak stafe dan bisa berimprovisasi?
Ini amat ditentukan oleh realisasi dari ha-
rapan dan ambisi yang dilemparkan mau-
pun berada pada pundak pemerintahan Su-
silo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.
Kendati pun harapan-harapan tersebut
tampaknya masih ada, tapi bukanlah me-
rupakan janji-janji yang mudah direalisasi-
kan. Melainkan siapa pun yang berada di
puncak pimpinan negara harus berpacu de-
ngan oportunitas yang demikian sempit,
misalnya, setelah pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla da-
pat mengatasi masalah-masalah besar (eko-
nomi-politik, keamanan) yang masih akan
membelit Indonesia (2004-2009), tentunya
mereka tidak hanya terpaku dalam menga-
tasi kerepotan urusan dalam negeri. Tapi
mereka pun diharapkan segera untuk ti-
dak melupakan diplomasi internasional-
nya. Jadi, walaupun kesempatan berimpro-
visasi dalam kebijakan polugri Indonesia
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itu ada dan tidak besar. Maka keberhasil-
annya amat ditentukan bagaimana peme-
rintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla mampu berpacu antara kom-
promi dan melepaskan diri dari realitas In-
donesia yang weak state tersebut.
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